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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad 

yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta 

perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan 

tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 

dengan huruf latin: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif 
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be 

 Ta T Te 

 Ṡa ṡ 
es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je 

 Ḥa ḥ 
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha 

 Dal d De 

 Żal ż 
Zet (dengan titik di 

atas) 
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 Ra r er 

 Zai z zet 

 Sin s es 

 Syin sy es dan ye 

 Ṣad ṣ 
es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad ḍ 
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa ṭ 
te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa ẓ 
zet (dengan titik di 

bawah) 

 `ain ` 
koma terbalik (di 

atas) 

 Gain g ge 

 Fa f ef 

 Qaf q ki 

 Kaf k ka 

 Lam l el 

 Mim m em 

 Nun n en 

 Wau w we 

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof 

 Ya y ye 
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B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a 

 Kasrah i i 

 Dammah u u 

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf sebagai berikut: 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u 

 Fathah dan 

wau 

au a dan u  

 

Contoh: 

-  kataba 
-  fa`ala 
-  suila 
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-  kaifa 
-  haula 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif 

atau ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas 

 

Contoh: 

-  qāla 

-  ramā 

-  qīla 

-  yaqūlu 

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, 

kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 
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3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua 

kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan 

dengan “h”. 

Contoh: 

-   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

-   al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul 

munawwarah 

-   talhah 

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, 

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

-  nazzala 

-  al-birr 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu 

dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” 

diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

itu. 
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2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang 

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, 

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

-   ar-rajulu 

-  al-qalamu 

-  asy-syamsu 

-  al-jalālu 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

-  ta’khużu 

-  syai’un 

-  an-nau’u 

-  inna 
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H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf 

atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

-   Wa innallāha lahuwa khair ar-

rāziqīn/ 

Wa innallāha lahuwa 

khairurrāziqīn 

-   Bismillāhi majrehā wa 

mursāhā 

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak 

dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. 

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di 

antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

-   Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

-    Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-

rahīm 
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau 

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

-   Allaāhu gafūrun rahīm 

-   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru 

jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini 

perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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MOTTO 

Hidup bukan untuk saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri 

 (Baskara Putra, Hindia) 

 

Letakkan aku dihatimu, maka aku akan meletakkanmu dalam hatiku 

(QS. Al-Baqarah :152) 

 

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 

kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 

urusan yang lain) 

(QS. Al-Insyirah: 6-7) 
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ABSTRAK 

Febriyana Ayu Ningtias 1221138, 2025, Efektivitas Mediasi Sengketa 

Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pemalang Perspektif PERMA 

Nomor 1 TAHUN 2016 

Pembimbing: Jumailah, M.S.I. 

Penelitian ini membahas efektivitas mediasi sengketa ekonomi syariah 

di Pengadilan Agama Pemalang perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat keberhasilan mediasi 

dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang. 

Meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi sebagai tahapan 

awal proses persidangan, namun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian 

besar perkara tetap berlanjut ke persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa efektif penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam 

pelaksanaan proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Pemalang. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sedangkan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan Data melalui observasi, wawancara langsung dengan 

Hakim mediator dan mediator non Hakim, serta dokumen-dokumen resmi dari 

Pengadilan Agama Pemalang. Analisis data dilakukan berdasarkan teori 

efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang mencakup lima indikator, 

yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan 

budaya hukum.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan 

Agama Pemalang telah sesuai prosedur PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Faktor 

penghambat mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Pemalang tahun 2021-2024 yaitu faktor masyarakat dan budaya, hal ini 

disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses mediasi 

baik dari segi ketidakhadiran dan itikad baik sehingga mereka menganggap 

bahwa mediasi hanya sebagai formalitas. Hal ini diperkuat dari hasil 

wawancara peneliti dengan informan hakim mediator di Pengadilan Agama 

Pemalang yang menangani sengketa ekonomi syariah tersebut. Dari keempat 

hakim mediator menyimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Pemalang 

masih cenderung dipandang sebagai formalitas prosedural, bukan sebagai 

forum musyawarah yang benar-benar mampu menghasilkan kesepakatan 

substansif. 

 

Kata Kunci: PERMA, Mediasi, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan 

Agama Pemalang 
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ABSTRACT 

Febriyana Ayu Ningtias 1221138, 2025, The Effectiveness of 

Mediation in Islamic Economic Disputes at the Pemalang Religious 

Court from the Perspective of Supreme Court Regulation (PERMA) 

Number 1 of 2016 

Supervisor: Jumailah, M.S.I. 

This study discusses the effectiveness of mediation in resolving Islamic 

economic disputes at the Pemalang Religious Court from the perspective 

of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016. The research 

is motivated by the low success rate of mediation in settling Islamic 

economic disputes at the Pemalang Religious Court. Although PERMA 

Number 1 of 2016 mandates mediation as an initial stage in the trial 

process, in practice, most cases continue to litigation. This study aims to 

determine how effective the implementation of PERMA Number 1 of 

2016 is in the mediation process of Islamic economic disputes at the 

Pemalang Religious Court. 

This research is an empirical legal study using a qualitative approach. 

Data were collected through observation, direct interviews with judge-

mediators and non-judge mediators, as well as official documents from 

the Pemalang Religious Court. Data analysis was conducted based on 

Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness, which includes five 

indicators: legal substance, law enforcement, facilities and 

infrastructure, society, and legal culture. 

The results of the study show that the mediation procedures at the 

Pemalang Religious Court have been carried out in accordance with 

PERMA Number 1 of 2016. The inhibiting factors in the mediation of 

Islamic economic disputes at the Pemalang Religious Court during 

2021–2024 are societal and cultural factors. This is due to the lack of 

public understanding regarding the mediation process, particularly the 

lack of attendance and good faith, leading to the perception that 

mediation is merely a formality. This finding is supported by interviews 

with judge-mediators at the Pemalang Religious Court who handle 

Islamic economic disputes. All four mediating judges concluded that 

mediation at the Pemalang Religious Court is still largely perceived as a 

procedural formality rather than a genuine deliberative forum capable of 

producing substantive agreements. 

 

Keywords: PERMA, Mediation, Islamic Economic Disputes, Pemalang 

Religious Court 
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BAB I  

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia ekonomi Islam terus maju seiring 

bersamaan adanya perbankan syariah yang memberikan fasilitas 

sesuai ajaran syariah. Ajaran syariah yang di implementasikan di 

perbankan syariah menjadi pedoman hukum dalam melakukan 

kegiatan operasional yang dilarang oleh syariat di perbankan 

syariah yaitu dalam penyaluran dana dan pembiayaan terdapat 

unsur riba yang diharamkan.1 Dalam perkembangan ekonomi 

syariah juga didukung dengan meningkatnya kesadaran 

masyarakat muslim terhadap pentingnya menjalankan kegiatan 

ekonomi. Seiring dengan terus berkembangnya aktivitas usaha 

maka tidak dapat dihindari akan munculnya perselisihan antar 

pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi 

syariah. 

Peradilan khusus bagi orang Islam dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah diatur dalam Undang-undang Nomor 

50 tahun 2009 mengenai Peradilan Agama yaitu amandemen 

kedua atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Dengan 

demikian meningkatkan wewenang kepada Pengadilan Agama 

untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah 

 
 1 Doli Witro Dena Ayu, Mursal, “Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap 

Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah”, 

Munaqarah, Vol 6, No. 1 (2022), 2. 
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berdasarkan dan bersumber pada kaidah-kaidah Islam yang ada 

dalam Al-Quran maka memerlukan mekanisme yang sesuai 

dengan  prinsip-prinsip syariah.2 Selain itu Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menunjukkan 

tanggapan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat di mana 

semakin berkembang mengenai pembentukan serta layanan 

ekonomi syariah yang telah banyak dilaksanakan oleh individu 

atau badan usaha, demikian adanya peraturan tersebut semakin 

memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia.3 

Semua perselisihan yang berkaitan dengan ekonomi 

syariah dapat diselesaikan melalui Basyarnas sebelum 

disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai 

Peradilan Agama. Dengan adanya peralihan atas Undang-

undang Nomor 7 tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006  tentang Peradilan Agama di mana perubahan 

tersebut memuat tentang penambahan kewenangan dari 

Pengadilan Agama yang sebelumnya hanya berwenang 

menangani perkara mengenai perkawinan, pewarisan, wasiat, 

hibah, wakaf dan shadaqah kemudian menjadi tambahan 

wewenang dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara 

ekonomi syariah seperti yang disebutkan di dalam pasal 49 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan demikian 

 
2 Sinta Noer Hudawati, “Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama,” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 1, 

no. 1, (2020): 24, https://doi.org/10.18196/jphk.1102. 
3 Abdillah Halim, “Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” Jurnal 

Ekonomi Dan Bisnis 08, no. 02 (2022): 113. 
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menjadi landasan agar permasalahan ekonomi syariah diterima, 

diperiksa, dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama.4 

Melihat perkembangan ini Mahkamah Agung 

mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan 

memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses 

mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa 

perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi 

lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi 

kebutuhan pelaksanaan serta meningkatkan keberhasilan 

mediasi di pengadilan. 

Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari proses berperkara di 

pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian 

sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau 

enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan 

tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan dikenai 

pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (Pasal 22 ayat 1 dan 

ayat 2). Akan tetapi, jarang dijumpai putusan perdamaian 

walaupun kedudukan hukum mediasi sudah sangat jelas, fakta 

menunjukkan bahwa masyarakat dan juga pengadilan belum 

memanfaatkan prosedur mediasi secara optimal. 

Pengadilan Agama Pemalang, sebagai salah satu 

pengadilan agama di Provinsi Jawa Tengah, memiliki 

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi 

 
4 Ika Atikah, “Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai 

Pedoman Hakim,” Hukum Ekonomi Syariah 9, no. 2 (2022): 45–46. 
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syariah. Dalam upaya menyelesaikan perkara melalui mediasi, 

Pengadilan Agama Pemalang telah menangani beberapa 

sengketa ekonomi syariah setiap tahunnya. Penulis membatasi 

penelitiannya yaitu dalam periode dari tahun 2021 hingga tahun 

2024 sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan 

Agama Pemalang. Berdasarkan penelusuran dokumen yang 

peneliti dapatkan dari website resmi Pengadilan Agama 

Pemalang terdapat 9 (sembilan) perkara mengenai sengketa 

ekonomi syariah, dengan data sengketa sebagai berikut: 

 

            Tabel 1.1 Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan 

Agama Pemalang tahun 2021-2024 

No Nomor Perkara Tahun Jenis 

Perkara 

Hasil 

Mediasi 

1 2186/Pdt.G/2021/PA.Pml 2021 Musyarakah Tidak 

Berhasil 

2 0238/Pdt.G/2023/PA.Pml 2023 Ijarah Tidak 

Berhasil 

3 3017/Pdt.G/2023/PA.Pml 2023 Murabahah Tidak 

Berhasil 

4 3365/Pdt.G/2023/PA.Pml 2023 Ijarah Berhasil 

5 192/Pdt.G/2024/PA.Pml 2024 Murabahah Tidak 

Berhasil 

6 2117/Pdt.G/2024/PA.Pml 2024 Murabahah Tidak 

Berhasil 
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7 3062/Pdt.G/2024/PA.Pml 2024 Murabahah Tidak 

Berhasil 

8 3364/Pdt.G/2024/PA.Pml 2024 Murabahah Tidak 

Berhasil 

9 3478/Pdt.G/2024/PA.Pml 2024 Mudarabah Tidak 

Berhasil 

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Pemalang5 

 

Berdasarkan catatan peneliti, didapatkan bahwa dari 

tahun 2021 sampai 2024 terdapat 9 (sembilan) sengketa ekonomi 

syariah yang diterima oleh Pengadilan Agama Pemalang, dari 

kesembilan sengketa tersebut hanya 1 (satu) yang berhasil di 

mediasi, meskipun dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama 

Pemalang telah merujuk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

mengenai tata cara mediasi di Pengadilan. 

Dengan demikian dari informasi tersebut, menimbulkan 

pertanyaan mengenai efektivitas upaya mediasi terhadap 

penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang. 

Penelitian lapangan diperlukan mengingat adanya peningkatan 

jumlah perkara di Pengadilan Agama Pemalang terutama terkait 

sengketa ekonomi syariah serta untuk memperoleh gambaran 

yang akurat mengenai pelaksanaan mediasi. Berdasarkan 

permasalahan diatas oleh karena itu penulis berminat untuk 

mengkaji terkait dengan “Efektivitas Mediasi Sengketa 

 
5 https://www.pa-pemalang.go.id. Diakses tanggal 20 Mei 2025. 



 
 

6 

 
 

Ekonomi Syariah di  Pengadilan Agama Pemalang 

Perspektif  PERMA Nomor 1 Tahun 2016”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, 

menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama Pemalang? 

2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam pelaksanaan PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 mengenai penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis proses mediasi dalam penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang 

2. Menganalisis efektivitas dari penerapan PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 mengenai proses mediasi dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi  

D. Kegunaan Penelitian  

1. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis adalah informasi yang diberikan oleh 

penulis dengan tujuan menambah wawasan bagi pembaca 

dan peneliti-peneliti berikutnya. Penelitian ini juga 

diharapkan mampu menyajikan informasi berhubungan 

dengan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap 

mediasi di Pengadilan Agama Pemalang terutama pada 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 

 

 



 
 

7 

 
 

2. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis merupakan penelitian yang dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang 

diteliti dari segi teoritis. Selain itu, diharapkan bahwa 

penelitian ini akan memberikan wawasan dan pemahaman 

yang lebih luas tentang perkembangan hukum ekonomi 

syariah secara keseluruhan dan pada khususnya terkait 

dengan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam 

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pemalang. 

E. Kerangka Teori 

1. Efektivitas Hukum 

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto 

menyatakan bahwa hukum, sebagai standar yang berfungsi 

sebagai dasar untuk sikap tindakan atau sikap yang sesuai. 

Efektivitas hukum berarti bahwa hukum akan difokuskan 

pada tujuan, seperti salah satu langkah yang diambil untuk 

memungkinkan bagi masyarakat dalam menaati hukum 

dilakukan dengan cara memberikan hukuman yang dapat 

berupa sanksi negatif atau positif, yang dimaksudkan untuk 

mendorong supaya orang agar menghindari perilaku yang 

tidak terpuji atau perbuatan tercela.6 

Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana 

individu mematuhi norma-norma yang diterapkan seperti 

yang diharapkan, hal tersebut mencakup penerapan dan 

kepatuhan terhadap norma-norma itu. Efektivitas senantiasa 

 
6 Galih Orlando, “Efektifitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” 

Tarbiyah Bil Qalam 6, no. 1 (2022): 52. 
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berkaitan terhadap hubungan antara hasil yang diharapkan 

dan hasil yang dilaksanakan. Kapasitas untuk melaksanakan 

kewajiban dan tujuan yang terkait dengan aktivitas serta misi 

dalam suatu organisasi atau individu disebut dengan 

efektivitas. Kemampuan suatu kelompok dan sejenisnya 

dalam menjalankan tugas serta fungsi (program atau misi) 

tanpa adanya tekanan atau ketegangan dalam proses 

pelaksanaannya disebut sebagai efektivitas.7 

 Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, 

fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu 

organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau 

ketegangan di antara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum 

menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator 

dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di 

mana suatu target telah tercapai dengan apa yang telah 

direncanakan.8 

 Terkait teori efektivitas hukum dalam bukunya 

Soerjono Soekanto menyebutkan lima faktor yang 

mempengaruhi keefektifan suatu produk hukum, yaitu:9 

 

 

 
7 Siregar Nur Fitryani, “Efektifitas Hukum,” Ilmu Pengetahuan Dan 

Kemasyarakatan 18, no. 2 (2023): 5. 
8 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 

12-13. 
9 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007), 110. 
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a. Faktor Hukum 

  Faktor hukum mengandung unsur keadilan, 

kepastian dan kemanfaatan. Hukum tidak semata-mata 

dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut 

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang 

di masyarakat. 

b. Faktor Penegak Hukum 

  Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak 

yang membentuk maupun penerapan hukum. Bagian-

bagian dalam penerapan hukum tersebut adalah aparatur 

penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, 

keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Umum 

  Fasilitas pendukung secara sederhana dapat 

dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang 

lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi 

sebagai faktor pendukung. 

d. Faktor Masyarakat 

  Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai 

kedamaian dalam masyarakat. Dalam masyarakat pasti 

mempunyai pendapat-pendapat tertentu. Artinya 

efektivitas juga bergantung ada kemauan dan kesadaran 

hukum masyarakat. 

e. Faktor Kebudayaan 

  Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu 

dengan faktor masyarakat, Hal ini dibedakan karena 

dalam pembahasannya masalah sistem-sistem pada 
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masyarakat merupakan inti dari kebudayaan spiritual atau 

non material.10 

2. Mediasi 

Istilah mediasi secara etimologis dari kata Latin 

“mediare” yang berarti “berada di tengah”. Definisi ini 

menunjukkan fungsi mediator sebagai penengah yang 

bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan menyelesaikan 

perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.11 Ayat 1 Pasal 

1 menyatakan “mediasi adalah cara penyelesaian perkara 

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan 

para pihak dengan dibantu oleh mediator”.  

Teori mediasi menurut Gunawan Wijaya dalam 

bukunya alternatif penyelesaian sengketa adalah proses 

penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui 

perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral 

yang tidak memiliki kewenangan memutus. Hampir sama 

dengan pengertian tersebut Garry Goopaster memberikan 

definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan 

masalah di mana pihak luar yang tidak memihak bekerja 

sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu 

mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang 

memuaskan.12 

 
10 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok sosiologi hukum, 117. 
11 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum 

Nasional (Jakarta: Kencana, 2011). 2. 
12 Rina Antasari, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian 

Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas I A 

Palembang),” Intizar 19, no. 1 (2024): 51–52. 
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3. Sengketa Ekonomi Syariah 

Sengketa yaitu keadaan yang mengarah pada 

perbedaan pendapat atau perselisihan. Dalam arti istilah, ini 

berasal dari ketidaksepakatan yang timbul dari berbagai 

perspektif mengenai kepentingan dan hak kepemilikan 

antara dua pihak atau lebih yaitu mengarah pada konsekuensi 

hukum untuk semua pihak yang terlibat dan menghasilkan 

sanksi hukum utama terhadap salah satu kelompok.  

Sengketa ekonomi syariah yang mana adalah 

perselisihan di bidang hak atau kepentingan terhadap dua 

individu atau lebih dalam konteks ekonomi yang sejalan 

dengan hukum ekonomi syariah. Perselisihan ini 

mempengaruhi kemampuan dua belah pihak untuk 

melakukan upaya hukum dan dapat melibatkan hukuman 

pada salah satu kelompok. Banyak kontrak syariah dan 

perjanjian hukum antara orang atau badan hukum 

menimbulkan kasus sengketa ekonomi syariah karena asas 

hukum itu dilanggar atau dicurigai dilanggar sehingga 

menyebabkan kerugian pada kelompok lain.13Adapun jenis 

sengketa ekonomi syariah antara lain: 

a. Sengketa akibat ingkar janji (wanprestasi) 

Wanprestasi yaitu keadaan di mana debitur tidak 

dapat melaksanakan tanggung jawab yang telah 

ditetapkan dalam kontrak karena kelalaian mereka 

 
13 Ulya Adila, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Ramdani Wahyu Sururie, 

“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang,” 

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 6, no. 1 (2024): 28–29. 
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sendiri dan bukan disebabkan karena kondisi yang 

memaksa. Berdasarkan KUHPerdata pasal 1313 jenis-

jenis wanprestasi sebagai berikut:  

1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan 

2) Melaksanakan janji tetapi tidak sesuai dengan 

kesepakatan 

3) Melaksanakan janji tetapi terlambat 

4) Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian 

Akibat dari wanprestasi dapat diberlakukan yang 

mencakup ganti rugi, pengalihan risiko atau 

pertanggungan biaya perkara. 

b. Sengketa yang disebabkan karena Perbuatan Melawan 

Hukum (PMH) 

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata Perbuatan 

Melawan Hukum yaitu: 

“Setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar hukum, yang membawa kerugian 

kepada orang lain, diwajibkan untuk mengganti 

kerugian yang timbul dari kesalahannya 

tersebut”. 14 

Hal-hal yang harus dipenuhi pada perbuatan 

melawan hukum antara lain yaitu terjadinya tindakan 

yang bertentangan dengan hukum, kekeliruan yang 

dilakukan oleh pelaku, terdapat kerugian yang dialami 

oleh korban, dan hubungan langsung antara tindakan dan 

 
14 Hendra Pertaminawati, “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan 

Penyelesaiannya,” Jurnal Studi Islam & Peradaban 14, no. 02 (2022): 65. 
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kerusakan yang diakibatkannya. Perbuatan melawan 

hukum dapat dibedakan menjadi tiga kategori: tindakan 

yang disengaja, tindakan yang dilakukan tanpa sengaja 

akibat kelalaian, serta tindakan yang dilakukan dengan 

sengaja.15 

F. Penelitian Relevan 

 Sebelum penelitian lebih lanjut, peneliti mengkaji 

beberapa penelitian terdahulu yang memiliki judul serupa 

dengan judul yang peneliti angkat, untuk dijadikan sebagai 

panduan adalah sebagai berikut: 

 Pertama, penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh Yanti Maryani (2021) dalam skripsinya yang berjudul 

"Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekalongan (Studi 

Kasus Sengketa Tahun 2015-2020". Dalam skripsinya 

membahas tentang mekanisme mediasi untuk menyelesaikan 

konflik dalam sengketa ekonomi syariah serta tantangan yang 

dihadapi selama proses ini. Hasil dari penelitian memperlihatkan 

bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A 

Pekalongan gagal menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dari 

tahun 2015 hingga 2020. Penelitian ini memiliki persamaan, 

yaitu mengkaji tentang mediasi di Pengadilan Agama, yang 

berbeda yaitu penelitian ini membahas kendala yang dihadapi 

mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah periode 

2015-2020, sedangkan penelitian yang hendak peneliti lakukan 

 
15 J. Satrio, Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin Dan Yurisprudensi 

(Bandung: Citra Adi Daya Sakti, 2012).3. 
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yaitu tentang seberapa efektif penerapan PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 menyelesaikan masalah ekonomi syariah di 

Pengadilan Agama Pemalang.16 

Kedua, penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

Zulkarnain Ahmad (2021) dalam skripsinya yang berjudul 

"Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A", dalam 

skripsinya membahas mengenai fungsi mediator dalam proses 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta bagaimana 

pelaksanaannya di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam 

proses mediasi. Metode penelitiannya menggunakan penelitian 

kualitatif. Penelitian ini menghasilkan informasi tentang peran 

mediator di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sudah 

diselenggarakan sebagaimana yang sudah dituangkan dalam 

PERMA. Perbedaan dengan penelitian penulis di sini adalah 

mengkaji fungsi mediator terhadap penyelesaian konflik 

ekonomi syariah, sedangkan penelitian penulis mengkaji terkait 

bagaimana proses mediasi sengketa ekonomi syariah dalam 

perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama 

Pemalang.17 

Ketiga, penelitian oleh Layinah Nur Azizah (2020) 

dalam skripsinya yang berjudul “Proses Mediasi Dalam 

 
16 Yanti Maryani, “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syariah Di Pengadilan Agama KeLAS 1A Pekalongan (Studi Kasus Sengketa Tahun 

2015-2020)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020. 
17 Zulkarnain Ahmad, “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”, Skripsi, Universitas 

Islam Negeri Alaudin Makasar, 2021. 
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Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama 

Temanggung” 2020. Skripsinya membahas bagaimana 

pelaksanaan mediasi untuk menyelesaikan konflik dalam 

konteks ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung. 

Penelitiannya menggunakan metode yuridis empiris yang 

menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 

menggambarkan subjek atau objek yang dikaji berdasarkan 

keadaan yang terdapat di lokasi. Terdapat kesamaan objek dalam 

penelitian terkait mediasi di pengadilan, sedangkan yang 

membedakan yaitu efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

dalam pelaksaan mediasi untuk menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah.18 

Keempat, penelitian Lutfiani Nada Karlina (2024) dalam 

skripsinya yang berjudul “Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi 

Syariah Di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 

1A Purwokerto Pada Tahun 2019-2022. Penelitian ini termasuk 

jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan 

pendekatan yuridis empiris faktor - faktor penyebab 

menurunnya keberhasilan mediasi dan upaya apa saja yang 

dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi di 

Pengadilan Agama Purwokerto. Persamaannya yaitu penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti 

sama-sama meneliti tentang Mediasi Sengketa Ekonomi 

Syariah. Perbedaannya yaitu bahwa penelitian terdahulu 

 
18 Layinah Nur Azizah, “Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syariah Di Pengadilan Agama Temanggung”, Skripsi, Universitas Muhamadiyah 

Magelang, 2020. 
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membahas tentang problematik yang menjadi penghambat 

dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah dan upaya 

yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwokerto untuk 

meminimalisir rendahnya keberhasilan mediasi pada sengketa 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto, sedangkan 

penelitian yang akan peneliti bahas yaitu efektivitas mediasi 

dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama Pemalang.19 

Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah dipaparkan 

dapat dirumuskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan 

antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dibuat oleh peneliti. Persamaan terletak pada tema pembahasan 

yaitu membahas terkait mediasi sengketa ekonomi syariah, 

sedangkan terkait perbedaannya terletak difokus permasalahan 

pada penelitiannya. Dalam penelitian ini berfokus pada 

efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Pemalang.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. 

Penelitian hukum empiris secara sederhana didefinisikan 

sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku 

individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum 

 
19 Lutfiani Nada Karlina, “Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di 

Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto Pada 

Tahun 2019-2022)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin 

Zuhri Purwokerto, 2024. 
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dan sumber data yang digunakan berasal dari kata primer 

yang diperoleh langsung dari masyarakat.20 

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, mengatakan 

bahwa di samping penelitian hukum normatif dikenal pula 

adanya penelitian empiris yang terutama meneliti data 

primer. Dalam penelitian hukum ini, peneliti akan 

mengamati secara seksama terhadap objek hukum tertentu 

dengan menghubungkan reaksi atau respons masyarakat baik 

individu, kelompok atau suatu institusi di dalam masyarakat 

terhadap objek hukum yang akan diteliti yaitu kaitannya 

dengan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah.21 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan 

dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang 

berkompeten pada bidangnya. Dalam penelitian ini fokusnya 

adalah pada kualitas data sehingga dalam penelitian ini 

diperlukan agar dapat mengidentifikasi serta memilih data 

dan dokumen mana yang berkualitas dan dokumen mana 

yang tidak relevan dengan literatur penelitian yang berkaitan 

dengan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah. 

 
20 Bahtiar, Metode Penelitian Hukum (Pamulang: Unpam Press, 20218). 60 
21 Farah Syah Rezah Nurul Qamar, Metode Penelitian Hukum (Makasar: CV. 

Sosial Politic Genius (SIGn), 2020). 50 
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3. Sumber Data 

Dalam penelitian yuridis empiris sumber data yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang 

diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari 

responden dan informan serta narasumber. Pada 

penelitian ini penulis memperoleh data langsung melalui 

wawancara dengan mediator hakim dan mediator non 

hakim Pengadilan Agama Pemalang.22 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder mengacu pada informasi 

yang didapat dari pihak eksternal atau melalui sarana 

tidak langsung. Umumnya jenis data ini disajikan 

sebagai informasi statistik atau telah diproses sehingga 

membuatnya mudah digunakan.23 Data sekunder dalam 

penelitian ini meliputi buku, jurnal, serta artikel ilmiah 

yang berkaitan dengan tema penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data mengacu pada teknik 

menyusun informasi dari berbagai sumber yang sudah 

ditetapkan, diantarnya yaitu: 

 

 

 
22 J. Moleong Lexy, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001). 3 
23 Setiadi Akbar Usman Husain Purnomo, Metodologi Penelitian Sosial 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 81. 
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a. Observasi 

Observasi yaitu satu metode pengumpulan 

informasi yang penting dalam penelitian. Observasi 

dilaksanakan dengan pengamatan serta pencatatan secara 

teratur terhadap peristiwa yang dikaji. Pada penelitian ini 

observasi dilaksanakan di Pengadilan Agama Pemalang 

dengan didampingi oleh pegawai Pengadilan Agama 

Pemalang. 

b. Wawancara 

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya 

jawab secara langsung antara peneliti dengan 

narasumber atau responden guna memperoleh informasi. 

Wawancara adalah metode mengumpulkan informasi 

yang dikumpulkan dari lapangan atau tempat penelitian. 

Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pemalang 

dengan beberapa hakim dan mediator non hakim di 

Pengadilan.24 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengambil informasi 

dari dokumen yang berfungsi sebagai catatan formal 

yang dilengkapi dengan data dan laporan mediasi yang 

berhubungan dengan efektivitas dalam proses mediasi 

sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Pemalang. 

 
24 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram, 2020), 89. 
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5. Metode Analisis Data 

  Berdasarkan pendapat Noeng Muhajir analisis 

data yaitu upaya untuk mengidentifikasi serta mengganti 

secara sistematik berdasarkan wawancara, pengamatan dan 

sumber data lainnya untuk memudahkan peneliti. Menurut 

Miles dan Huberman analisis interaktif ini harus mencakup 

empat komponen, diantarnya sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dapat diartikan sebagai 

kegiatan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian 

yang dilakukan melalui metode pengumpulan data, antara 

lain, wawancara, observasi, serta pengumpulan, 

pengelompokan berbagai dokumen yang sesuai dengan 

pokok permasalahan penelitian. 

b. Reduksi Data  

Reduksi data adalah penyederhanaan data 

melalui pemilihan untuk aspek yang lebih spesifik 

sehingga lebih mudah untuk menarik kesimpulan. 

c. Penyajian Data 

 Penyajian data merupakan proses menyusun dan 

menyampaikan informasi yang telah dikumpulkan dalam 

bentuk yang mudah dipahami. Tujuannya agar 

memudahkan pembaca dalam memahami temuan pada 

penelitian. 

d. Penarikan Kesimpulan 

 Kesimpulan adalah proses akhir didalam sebuah 

penelitian yang merangkum temuan utama, dan analisis 
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data yang sudah dikumpulan sebelumnya. Tujuan dari 

adanya kesimpulan yaitu untuk memberikan gambaran 

yang jelas dan ringkas dari hasil penelitian.25 

H. Sistematika Penulisan 

Pada penelitian ini memanfaatkan lima sistematika 

penulisan di mana saling berkaitan di antara babnya, antara lain 

yaitu: 

BAB I : Pendahuluan. berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, 

penelitian relevan, serta sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori. Uraian materi ini dimulai dari teori 

efektivitas hukum, macam-macam langkah penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah, prosedur penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama, beberapa pasal yang 

terdapat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. 

BAB III : Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang. 

Dalam bab ini akan di uraikan mulai dari profil Pengadilan 

Agama Pemalang, prosedur mediasi dalam penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang, serta 

kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam proses mediasi 

terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama Pemalang. 

 
25 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Jurnal Alhadharah 17, no. 33 

(2021): 85. 
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BAB IV : Analisis Efektivitas Mediasi Sengketa Ekonomi 

Syariah di Pengadilan Agama Pemalang Perspektif PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016. Dalam bab ini berisi analisa proses 

mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Pemalang perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta 

efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama Pemalang. 

BAB V : Penutup. dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran-

saran dari hasil penelitian.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai 

Efektivitas Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan 

Agama Pemalang Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama Pemalang telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan normatif dalam PERMA Nomor 1 

Tahun 2016. Hal ini terlihat dari prosedur mediasi yang 

diwajibkan pada sidang pertama, para pihak yang terlibat 

dalam proses mediasi sebagaian kecil mempunyai itikad baik, 

penunjukan mediator dari daftar yang tersedia, para pihak yang 

bersengketa juga memiliki hak kebebasan memilih mediator, 

hingga adanya sertifikasi mediator baik dari kalangan hakim 

maupun non-hakim sebagaimana ditentukan dalam PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016. Dari aspek kelembagaan, Pengadilan 

Agama Pemalang juga telah menyediakan ruang mediasi yang 

representatif dan daftar mediator yang transparan. Akan tetapi, 

pelaksanaan di lapangan belum berjalan maksimal karena 

masih terdapat sejumlah hambatan teknis maupun substantif, 

seperti keterbatasan ruang khusus untuk pelaksanaan kaukus, 

belum tersedianya fasilitas pendukung yang memadai, serta 

masih minimnya pemanfaatan ruang mediasi sebagai sarana 

penyelesaian yang bersifat partisipatif.  
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2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di 

Pengadilan Agama Pemalang tidak berjalan efektif. Dalam 

kurun waktu 2021 hingga tahun 2024, tercatat 9 (sembilan) 

perkara sengketa ekonomi syariah yang melalui proses 

mediasi, tetapi hanya 1 (satu) perkara yang berhasil mencapai 

kesepakatan perdamaian, sementara 8 (delapan) lainnya 

berlanjut ke tahap litigasi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa 

meskipun aturan hukum telah tersedia dan dijalankan, akan 

tetapi mediasi belum mampu berfungsi optimal sebagai 

instrumen penyelesaian damai dalam perkara ekonomi syariah. 

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan 

informan hakim mediator di Pengadilan Pemalang yang 

menangani sengketa ekonomi syariah tersebut. Dari keempat 

hakim mediator menyimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan 

Agama Pemalang masih cenderung dipandang sebagai 

formalitas prosedural, bukan sebagai forum musyawarah yang 

benar-benar mampu menghasilkan kesepakatan substantif, 

Sehingga dapat di simpulkan bahwa proses mediasi sengketa 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang tidak berjalan 

efektif. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran untuk 

meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang: 
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1. Bagi Pengadilan Agama Pemalang 

a. Perlu meningkatkan jumlah hakim mediator bersertifikat 

ekonomi syariah, agar seimbang dengan tingginya jumlah 

perkara ekonomi syariah yang terus meningkat. 

b. Penyediaan fasilitas ruang mediasi yang lebih lengkap 

memadai, termasuk ruang khusus untuk kaukus, papan 

informasi mengenai prosedur mediasi, serta sarana visualisasi 

untuk membantu mediator dalam memfasilitasi perundingan. 

c. Perlu dilakukan sosialisasi internal secara berkala mengenai 

pentingnya mediasi, sehingga mediasi tidak hanya dianggap 

sebagai tahapan formalitas, tetapi benar-benar diposisikan 

sebagai upaya substantif untuk mencapai perdamaian. 

2. Bagi Mediator 

a. Mediator perlu meningkatkan kapasitas dan keterampilan 

komunikasi melalui pelatihan lanjutan mengenai teknik 

komunikasi, psikologi konflik, dan pendekatan berbasis nilai-

nilai syariah. 

b. Mediator perlu lebih aktif dalam membangun suasana 

dialogis, serta mengedepankan pendekatan persuasif dan 

humanis untuk meningkatkan itikad baik para pihak. 

3. Bagi Pihak yang Berperkara 

a. Memahami pentingnya penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah dengan jalur mediasi yang merupakan Upaya yang 

cepat dan tepat untuk berdamai dengan cara bermusyawarah. 

b. Perlu adanya keterbukaan dan kejujuran dalam proses 

mediasi, sehingga mediator dapat membantu merumuskan 
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solusi yang adil, seimbang, dan tidak merugikan salah satu 

pihak. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Disarankan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai 

peran nilai-nilai hukum Islam dalam memperkuat substansi 

mediasi serta menyoroti pada inovasi strategi yang dapat 

diterapkan mediator dalam menghadapi para pihak yang 

enggan bermediasi, sehingga mediasi tidak hanya sekadar 

memenuhi prosedur hukum positif, tetapi juga mampu 

merepresentasikan nilai keadilan substantif dan spiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

27 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku: 

Abbas, Syahrizal. Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & 

Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2011. 

Aprita, Serlika. Rio Adhitya. Filsafat Hukum. Depok: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2020. 

Bahtiar. Metode Penelitian Hukum. Pamulang: Unpam Press, 20218. 

Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. 

Husain Purnomo, Usman. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi 

Aksara, 2000. 

Lexy, J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001. 

Maftukhatusoliklah, Rusyid. Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam 

Perbankan Syariah. Yogyakarta: Politea Press, 2008. 

Mardani. Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. Bandung: Refika 

Aditama, 2011. 

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram, 2020. 

Nasikin. Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya. 

Kuala Tunggal: Fatawa, 2010. 

Qamar, Nurul. Metode Penelitian Hukum. Makasar: CV. Sosial Politic 

Genius (SIGn), 2020. 

Rasyid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rajawali, 

1991. 

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” Jurnal Alhadharah 17, no. 33 

(2021): 85. 

Rofiah, Khusniati. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Ponorogo: 



28 
 

 
 

IAIN Po Press, 2022. 

Suadi, Amran. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan 

Kaidah Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. 

Suadi, Amran. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan 

Praktik. Depok: Kencana, 2017. 

Usman, Sabian . Dasar-Dasar Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2009. 

Sarwono. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 

Satrio, J. Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin Dan 

Yurisprudensi. Bandung: Citra Adi Daya Sakti, 2012. 

Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007. 

 

Jurnal: 

Adila, Ulya, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Ramdani Wahyu Sururie. 

“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan 

Undang-Undang.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 6, no. 1 

(2024): 28–29. 

Antasari, Rina. “Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama 

(Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di 

Pengadilan Agama Kelas I A Palembang).” Intizar 19, no. 1 

(2024): 151–52. 

Arbaina, Mik Imbah. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam 

Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” Jurnal 

Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 2 

(2024): 163. 

Atikah, Ika. “Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 



29 
 

 
 

Sebagai Pedomab Hakim.” Hukum Ekonomi Syariah 9, no. 2 

(2022): 145–46. 

Badri, Ainul. “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum.” Jurnal 

Analisis Hukum 2, no. 2 (2021): 3–6.  

Dena Ayu, Mursal, Doli Witro. “Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) 

Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya 

Dalam Perbankan Syariah.” Munaqarah 6, no. 1 (2022): 2. 

Dzuluqy, Suryati. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara 

Litigasi(Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk Di 

Pengadilan Agama Tasikmalaya).” UIN Bandung 2, no. 1 (2020): 

4. 

Fadaniyah, Riris. “Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari ’ Ah 

Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi.” Jurnal Ekonomi Dan Hukum 

Islam 5, no. 1 (2021): 82. 

Fadila, Ricky. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui 

Lembaga Arbitrase.” Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah 4, 

no. 1 (2022): 69. 

Fitryani, Siregar Nur. “Efektifitas Hukum.” Ilmu Pengetahuan Dan 

Kemasyarakatan 18, no. 2 (2023): 5. 

Halim, Abdillah. “Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” 

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 08, no. 02 (2022): 113. 

Hapsari, Leilani Alysia, Anang Setiyawan. “Penerapan Asas Itikad Baik 

Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” Journal of Civil and 

Bussiness Law 4, no. 3 (2023): 445. 

Hudawati, Sinta Noer. “Problematika Hukum Formil Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.” Jurnal 



30 
 

 
 

Penegakan Hukum Dan Keadilan 1, no. 1 (2020): 24. 

Kadek, Ni, Candra Nanda, Devi Kadek, Julia Mahadewi, Program Studi, 

Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, 

and Provinsi Bali. “Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses 

Mediasi Berdasarkan Perma No . 1 Tahun 2016.” Jurnal 

Kewarganegaraan 6, no. 2 (2022): 5217. 

Marfuah. “Efektifitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif 

Filsafat Hukum.”, no. 2 (2024): 37. 

Muna, Nafisatul, Muhammad Khoirul Anam, Kharis Fadlullah Hana, 

and Iain Kudus. “Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-

Litigasi Di Perbankan Syariah.” Jurnal Sahmiyya 1, no. 2 (2022): 

218. 

Orlando, Galih. “Efektifitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” 

Tarbiyah Bil Qalam 6, no. 1 (2022): 52. 

Pertaminawati, Hendra. “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan 

Penyelesaiannya.” Jurnal Studi Islam & Peradaban 14, no. 02 

(2022): 65. 

Putra, Rengga Kusuma.“Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non 

Litigasi.” Jurnal Kolaboratif Sains 7, no. 6 (2024): 223. 

Putri, Aliya. “Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Ekonomi 

Syariah 1, no. 1 (2022): 35. 

Rasyid, Abdul. “Tata Cara Penyelesaian Peekara Ekonomi Syariah.” 

Binus University, 2017. https://business-

law.binus.ac.id/2017/01/30/tata-cara-penyelesaian-perkara-

ekonomi-syariah/. 

Saputera, Abdur Rahman Adi. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 



31 
 

 
 

Di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian 

Murabahah).” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 07, no. 02 (2021). 

Fadila, Ricky. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui 

Lembaga Arbitrase.” Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah 4, 

no. 1 (2022): 69. 

Viona, Wira Okta. “Hukum Sebagai Alat Pengubah Masyarakat Dan 

Pengatur Perilaku Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia.” 

Ensiklopedia Education Review 5, no. 2 (2023): 188. 

Yunita, Ani. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi 

Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta.” 

Jurnal Hukum 28, no. 2 (2021): 449. 

 

Regulasi: 

Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Penyelesaian Gugatan Sederhana. 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama. 

 

Skripsi: 

Ahmad, Zulkarnain. “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.” 

Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2021. 

Azizah, Layinah Nur. “Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa 



32 
 

 
 

Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Temanggung.” 

Universitas Muhamadiyah Magelang, 2020. 

Karlina, Lutfiani Nada. “Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di 

Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A 

Purwokerto Pada Tahun 2019-2022).” Universitas Islam Negeri 

Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto, 2024. 

Maryani, Yanti. “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama KeLAS 1A Pekalongan 

(Studi Kasus Sengketa Tahun 2015-2020).” Institut Agama Islam 

Negeri Pekalongan, 2020. 

 

Website: 

Dalam Buku Panduan E-Court Yang Diterbitkan Oleh Mahkamah 

Agung RI Tahun 2008, Masyarakat Dalam Hal Pendaftaran 

Perkara Secara Online, Pembayaran Secara Online, Mengirim 

Dokumen Persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) 

Dan Pemanggilan Secara Onli. 

Dalam Pasal 124 HIR Disebutkan Bahwa Selain Dinyatakan Gugur, 

Penggugat Juga Dihukum Untuk Membayar Biaya Perkara. 

https://www.hukumonline.com/. 

https://www.pa-pemalang.go.id. 

Ketentuan Memilih Pengadilan Agama Sebagai Tempat Pengajuan 

Gugatan Dapat Dilihat Dalam Ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Dan 

(2) RBg. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pengadilan Agama Pemalang’. 

Diakses Pada Tanggal 09 Juli 2025”. 

Pengadilan Agama Tutuyan. “MEDIASI.” Pengadilan Agama Tutuyan, 



33 
 

 
 

2025. https://pa-tutuyan.go.id/main/layanan-

hukum/mediasi/prosedur-mediasi. 

Verstek Diatur Dalam Pasal 125 HIR, Acara Istimewa Dalam Perkara 

Verstek Ini Dlakukan Apabila Dalam Hari-Hari Sidang 

Selanjutnya Tergugat Tidak Pernah Hadir, Meskipun Ia Telah 

Dipanggil Dengan Resmi Dan Patut. 

 

Wawancara: 

M. Nur Faridal Ikhsan, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama 

Pemalang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, 

Pengadilan Agama Pemalang, Tanggal 26 Mei 2025. 

Moh. Taufik, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pemalang, 

Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama 

Pemalang, Tanggal 19 Mei 2025. 

Muhd. Jazuli, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pemalang, 

Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama 

Pemalang, Tanggal 19 Mei 2025. 

Muwafiqoh, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pemalang, 

diwawancarai oleh Febiryana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama 

Pemalang, tanggal 19 Mei 2025. 

Syamsul Falah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pemalang, 

Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama 

Pemalang, Tanggal 22 Mei 2025. 

 

 

 

 


